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I Pendahuluan _ e
Dalam duma perbankan perkreditan merupakan salah satu tugas bank

yang sangat pentmg dalam menyalurkan-dana kepada masyarakat. Dapat

dikatakan bahwa bank tanpa kredit “sayur tanpa garam” atau “hambuger tanpa
_ dagmg demlklan Mumr Fuadi menyebumya‘ 5

Dengan tugas bank dalam membenkan danmenyaluﬁian Iq*editmerupakan =

keglatan pentlng bagl bank guna menun)ang perkembangan ekonon:u
masyarakat ¢

Perkredltan mempunyal a.rtl pentmg dalam berbaga1 aspek pembangunan
mellputl bxdang produksi baik pertaman penkanan perkebunan, kehutanan
ataupun produksi bidang industri, investasi, , perdagangan, eksport import dan
sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan
seperti halnya gedung-gedung, }embatan-J embatan mgam perumahan dan
sebagamya ke AN

* Perkreditan mempunyax peranan penting bagi kegtatan bisnis dalam rangka
pembangzman dan 1 perkembangan ekonomi masa depan, merupakan salah saty
sarana penumpukan modal bagi masyarakat untuk berusaha diberbagai sektor
produksi. Dengan perkembangan dalam dunia perekonomian, bisnis, dan
perdagangan. Arti dan peranan perkreditan dalam menanggulangi masalah-
masalahnya dewasa ini baik dalam hat hukum maupun penyelesaian masalah-
masalah yang ditimbulkan adanya pemberian kredit pada sektor perbankan.

Sesungguhnya makna dari kredit dapat disamakan dengan utang. Pada
zaman dahulu mempunyai utang merupakan hal yang kurang pantas atau
memalukan jika terlihat atauterdengar orang lain. Namun sekarang dunia telah
berubah orang bangga mempunyai kredit yang sebenamya artinya mempunyai
utang. Bahwa dengan penyebutan kredit, menandakan dia dianggap orang atan
pengusaha yang dipercaya oleh bank atau dekat dengan “orang kuat” yang
dapat memberikan katabelece, adakalanya penandatanganan kredit dibuat
di hotel-hotel berbintang serta diekspose wartawan berbagai media masa®.

Kata kredit yang berarti kepercayaan artinya adanya sahng percaya antara
kredltur selaku pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit.

! Mugui] Fluady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1996, hal. V.
2 Munir Fuady, fbid hal. 1,
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- Perjanjian kredit dalam perbankan dilandasi atau berlaku dengan dasar

hukum baik undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
perbankan kebiasaan praktek dalam perbankan juga yurisprudensi.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat
dilepaskan dengan unsur atau prinsip kepercayaan, yang hal ini _sering
mengundang malapetaka bagi kreditur yaitu dengan munculnya kredit macet.
Untuk itu diperlukan berbagai unsur seperti halnya safery, soundness,
without substantiad risk, juga dalam bidang perundang»undmgannya/peramran
perIu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataan perangkat hukunmya
dianggap kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.
Seperti pendapat Munir Fuady dalam salah satu tulisannya mengatakan
bahwa : “Upaya-upaya yang disediakan oleh sektor hukum dibidang kredit
seringkali tidak memuaskan, keluhan-keluhan sering terdengar dimana—mana”
Ironisnya banyak pihak yang kompeten yang terlibat dalam praktek seakan-
akan tidak mau tahu tentang rintangan dan hambatan yang dialami oleh pihak
perbankan. Tlmu hilaum perkreditan yang konpensional masih tidak bergerak
jauh dari teori-teori lama yang kebanyakan sudah “psang™.

: Daiam hal ini saya sependapat dengan Munir Fuady yaitu bahwa pendapat
mengenal kedudukan debitur selalu dianggap sebagai pihak yang lemah, yang
sesung guhnya pada perkembangan zaman sekarang pada beberapa dekade
ini hal itu tidak demikian. Misalnya asumsi yuridis debitur adalah pihak yang
lemah tetap dipegang teguh pendapat tersebut, sehingga banyak ketentuan
perjanjian kredit untuk menjamin amannya pemberian atau pembayaran kembah
suatu kredit seringkali dimentahkan atau dibatalkan oleh Pengadilan. '

 Berdasar pengamatan saya banyak kasus-kasus kredit macet yang tegadx
justru dari “ulah debitur yang nakal”. Hal ini bagi kreditur merupakan “
monster” yang sangat menakutkan, demikian komentar Munir Fuady?®. .

Perjanjian kredit adalah merupakan suatu bentuk kontraktual dalam
penuangannya, dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukuwm privat
dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Buku II1.

- Dengan demikian uang ataudana dari pihak bank selaku kreditur adalah
asset perusahaan tersebut sebelum dikucurkan kepada debitur. Sesudah
dilaksanakan perjanjian kredit dengan diberikannya nang kepada debitur maka
pada saat itu hak milik langsung beralih kepada peminjam, sehingga peminjam
sekarang menjadi pemilik atau owner, Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1755
KUHPerdata®. Disinilah berakibat timbulnya posisi tidak aman bagi kreditur.

3 Munir Fuady, Ibid hal, 2-4,
* Munir Fuady, Jbid hal. 4 dan 64.
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- Apabila debitur dikemudian hari tidak dapat melalaukan kewajibannya ntak
- mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka

* menimbulkan kredit macet, hal ini menupakan wanprestasi dari debitur, Karena
-posisi hukum peminjam sesudah dikucurkan kredit bukan lagi sebagai peminjam -

- akan tetapi sudah menjadi pemilik (owner, eigenaar). -

© . Pada akhir-akhir ini masalah kredit macet sangat banyak, dari berbagai
pengamatan berdasar kasus-kasus yang muncul tetjadi adanya indikasi bahwa -
- ‘calon debitur yang sudah mempersiapkan “jurus-jurus cerdik” untuk mematuhi -
 segala aturan dan perintah calon kreditur sebelum kredit dikucurkan, Tetapi
*sesudah dikucurkan maka semua ketentuan-ketentuan sudah tidak diingat Jagi

termasuk mjuan dari kredit yang diambil tidak dipedulikan. .

hal ini adalah pihak kreditur, Posisi kreditur dalam kondisi seperti ini lemah, : -

A. Pengertian Kredit dan Elemen-elemennya .

“:Pengertian kredit yang sesungguhnya mempunyai diunensi yang beraneka
ragam. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut creditus
yang merupakan past participle dari kata credere yang artinya adalah trust
ataukepercayaam®, . . o AT\

....Percaya, kepercayaan atau fo believe atau trust berlandaskan moral,
itikad baik atau good faith, sedangkan pengertian kredit sebagaimana diatur
didalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tercantum
didalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 11 :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
+dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

. antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

-melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga””

5 Subekti, Tjitosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya
‘Paramitra, 1986, hal. 399. Pasal 1755, Berdasarkan prsetujuan pinjam meminjam ini,
- pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang
1tu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas
tanggungannya.
¢ Munir Fuady, Ibid, hal. 5, lihat Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung :
Citra Aditya Bakti, 1991, hal, 23 : lihat ju%a, Tjigto Adinugroho, Perbankan Masalah
Perkreditan, Jakarta : Pradnya Pramita, 1983, hal. 5, Noah Webster, Webster s New
Universal Unabridged Dictionary, New York UJSA : Simon dan Schuster, 1972, hal.
428; lihat juga Sri Gambir Melati, Pelangi Hukum Bisnis; Jakarta : ISTN, 1999, hal. 3,
baca juga H. Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik
dan Kasus, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999, hal. 1.
" Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
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» Dan berbagai pendapat para pakar saya lebih condong pendapat pakar hukum
Levy yang merumuskan arti hukum dari kredit ;- :
.+ “Menyerahkan secara sukarela sgjumlah uang untuk dipergunakan secara
..:bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan
. pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewapban mengembahkan
3umiah pm)aman itu dlbe}akang hari™®. © - - :

o Dan deﬁms1 tersebut memben ciri atau tanda bahwa kredlt merupakan
pmj am memmj am artznya suatu perbuatan hukum yang tldak selesaz pada saat
ltu :

Dasar pembenan uang tersebut yang merupakan kredlt adaiah kepercayaan
yaltu kreditur percaya untuk memmj jamkan uangnya kepada debitur; bahwa
debiturakan mengembalikan pinjaman sesuai kewaj 1bannya berdasaritikad
baik, moral dan kepercayaan. Disamping itu juga berdasar prinsip kehati-hatian.

Oleh karena itu debiturpun sebagai pihak peminjam juga dztuntutkan
mempunyal dasar landasan yang sama pula dengan kreditur. N

.Dengan apa yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
kewajiban baik dari kreditur maupun dari debltur dilandasi kepercayaan dan
kehati-hatian.

Dari pen geman kredit tersebut dapat dilihat unsur-unsur bahwa kredit
merupakan suatu pBI] anjian atau kesepakatan persetajuan antara pmak kredltur
dengan debitur :

- ‘Dengan adanya kesepakatan para pihak maka timbullah suatu perbuatan
hukum, perbuatan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, o

- Perjanjian kredit bank timbul dalam dunia bisnis khususnya bank. Perbuatan
itu dilandasi oleh kepercayaan dan kehati-hatian.

- Adanya pembayaran sejumlah uang sebagai pinjaman dari kreditur dan
dilain pihak debitur wajib membayar kembali uang-uang yang dipmjam
dengan baik dan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang disepakati.

Semua perbuatan hukum seperti petjanjian kredit yang tidak selesai pada
saat itu juga maka disitulah timbul lembaga jaminan, artmya umumnya timbul
dan muncul pula adanya jaminan yang diperlukan dalam perjanjian kredit tersebut
baik jaminan kepercayaan maupun jaminan lain.

¥ J.A. Levy, Rekening Courant, 1873, hal, 192.
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B Dasar Hukum Suatu Kredit S8 SRR
Untuk ] eIasnya dalam mengetengahkan dasar hukum dxsm; ada}ah “dasar _ E
hukmn suatu peijanpan k:redlt” SRe
i Indonesza pezjanjlan lcredlt dlgoiongkan sebagal peganjlantakbemama
(zn nommat) karena perjanjian kredlt tidak dicantumkan dan tidak diketemukan

pengaturannya! baik didalam Kitab Undang—Undang Hukum Perdata maupun
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Berdasarkan penehtian saya

= '3-belpendapat bahwa per_] anjian. kredlt rnemang masuk dalam perjanjian tak

- bernama, m_ungkm saya. berbeda dengan pa_kar hukum yang lain, tetapl Inilah
e pend t_saya berdasarkan penehtian sayac dalam dlserta31 tahun 1997..

Pexjanj ian kredlt pengaturannya didalam Undang—Undang RI Nomor 1 0
Tahun 1998 tentang ] Perbankan yang landasarmya dari Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992. Ini. mempakan lex specialis sedangkan lex generalisnya
bertopang pada KUHPerdata Buku HIBAB XIII (pinjam meminjam) juga
BAB Is/d IV mengenai ketentuan umum. Disamping itu juga undang-undang
dan ketentuan~ketentuan lain yang berkaitan dengan perbankan antara lain
Undang-Undang RINomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan
Bank Indonesia Nomor: 2/27/PBL/2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank
Tndonesia Nomor 6/22/PBl/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan
Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tlngkat
Kesehatan Bank Umum, juga hukum kebiasaan sebagai dasar hukum perjanjian
kredit dalam dunia perbankan, j Juga yurisprudensi.

- Menurut Ronny Sautma Hotma Bako dalam satu tulisannya menyatakan
bahwa hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan hukum dan
kepercayaan" Yang dimaksud kreditur disini adalah perbankan dan debitur
adalah peminjam atau penerima kredlt '

C. Pr_insips-prinsip Dasar Perkreditan

1. Prinsip yang menjadi acuan bagi perjanjian kredit yang pertama prinsip
kepercayaan. Hal ini berlaku baik bagi kreditur ataupun debitur'®.
Bagi kreditur kepercayaan bahwa kredit yang dikucurkan akan bermanfaat
dalam usaha dan akan dipergunakan sesuai tujuannya oleh debitur sesuai
dengan yang telah diperjanjikan. Bagi debitur kepercayaan oleh kreditur
bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya dengan tepat waktu
dan lancar.

’ Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk
Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan
di Indonesia Dewasa Ini) : Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 32,

10 Ronny Sautma Hotma Bako, bid, hal. 40.
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2.

Pnn51p kehatl hauan atau prucdent

- ‘Sesungguhnya semua pekerjaan termasuk perkre&;tan dimntut adanya

kehati-hatian dari masing-masing pihak. Dilihat dari sudut pembcrz lredit

yaitu plhak bank bahwa prinsip kehati-hatian periu mendapat perhatlan
““*utama karena kondisi dan atmosfer masa kini berbeda, sehingga tingkai
* penghati- hataannya bagl krednur benar-benar dmngkad{an Banyak dzdengar
" bahwa debitur masa kini, Jaman sekarang jauh lebih “cerdilk’ dan debitur

* " tidak selamanya dalam posisi “lemah”!!, Mung&m secara yuridis, _akan"tetap;
daiam reahtanya _;usi:ru bank daiam plhak yang lemah pmnszp kehat_x-

pengawasan a‘iasan diperlukan untuk meminimalisasi ns;ko yang tnnbul dan |

* pemberian kredit, yaitu denganselalu mengadakan pengawasan sej au.'h mana

<:kredit-kredit tersebut diper gunakan sesuai atau tidak sesuai dengan
“tujuannya. Asas profesionalisme mendasari tugas-tugas kreditur.

- “Kurangnya perhatian terthadap prms1p kehati-hatian dan] pengawasan dari

pihak perbankan akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kredit macet yang

“spektakuler antara lain kasus : Edy Tanzil vs Bapindo (1994), kasus
“BNI Kebayoran Baru (2004) kasus Bank Mandiri (2005).
-Dari kasus tersebut salah satunya akan dianalisis yaitu kasus Gelden' Key

Group (Edy Tanzil) - Bank Bapindo.

Hak dan Kewajiban Baik i)aiam Penyimpanan Dana Maupun B&lam
Perjanjian Kredit

. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan 2 unsur yang sahng terkalt

yaitu hukum dan kepercayaan Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan
dan melakukan kegiatan dan mengembangkanban}mya apabila masyarakat

“percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produlk perbankan
yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat
tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan
pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasanya'. Untuk diketahui
bahwa bank adalah suatu badan usaha yang memang menghimpun dana
dari masyarakat yang kemudian dipergunakan dan disalurkan kepada
masyarakat kembali untuk memajukan ekonomi masyarakat guna
perkembangan dan pembangunan ekonomi.

Dengan perkataan lain penyimpanan uang atau dana termasuk negara
setelah vang disimpan di Bank, maka uang tersebut adalah milik Bank atau
Korporasi. Ini berarti dana yang disimpan merupakan kekayaan Bank atau

"' H. Moh. Tjoekam, op. cit, hal. 13; lihat juga Ronny Sautma Hotma Bako op. cit, hal,
48; baca Munir Fuady, op. ciz, hal. 21.
? Ronny Sautma Hotma Bako, op. ¢it. hal. 32.
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e Korporas1 seiamadalampenyunpanan Oiehkarena Imapabﬂategadl klecht R

. macet yang menimbulkan kerugian diselesaikan lewat ketentuan~ketentuan_ o
. hukum perdata karena yang me]mgkupx adalah hukum pnvat '

o 2. :3'fHubuhgan seianjutnya antara bank seb gaﬁ k;redltur pemben kredlt dengan. ":
T "“debltur sebagaz peminje am atan penenma kredit. - 3 -

DlSll’ll bank sebagal penyedxa dana bagl para debltumya hubungan :
ukum antara bank sebagm kreditur dan peminjam sebagai debitur adalah -~

hubungan kontraktual dan hubungan kepercayaan Hubungan kontraktual =~

*ifwhubungan kontraktual ini melibatkan dasar hukum privatartinya hukum
s =_'fpnvat sebagai dasar hukum ter] admya peganj ian tersebut. Dengan sendmnya
“apabila ter adl kemacetan dalam’ pembayaran kredxt kembali adalah
' “merupakan bentuk Wanprestas1 atan breach of contract atau mgkar Janji
i -atau tidak menepati janji, sehmgga yang mehngkupl adalah Hukum Perdata,
" Selain hubungan hulum kontraktual hubungan antara kreditur dan debitur
~* yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman jugaada hubungan yang
dilandasi kepercayaan termasuk dalam hal ini adalah kehati-hatian dan
- pengawasan. Tugas, kewajiban tersebut apabila dlia.ngga: mengalqbatkan
kerug;an karena kelalalan ataupun kesalahan, -

o Apabﬂa kita lxhat pendapat dan teon yang dikemukakan oleh Adam
Smjth seorang | filosof, , pakar hukum yang juga seorang ekonom yaitu tentang
:' teon “keadﬂan nyayang mengetengahkan bahwa :

Barangsmpa merugikan atau membuat seseorang rugi maka harus
ditindak atau diberi sanksi sehmgga terdapat keadllan'3

Artmya menghargal hak~hak seseorang, tidak merugxkan orang lain
.ataumelukai. Setiap orang akan memaksakan dirinya sendiri untuk mentaati
aturan-aturan keadilan karena nilai-nilai yang dijamin oleh pelaksanaan
 keadilan, Kalau tidak, akan muncul kekacauan dalam masyarakat™,

Oleh karena itu kexugxan yang nmbul karena adanya kreditmacet harus
diberi sanksi untuk diberi keseimbangan agar tercipta keadilan. Faktor
kerugian tidak harus kcmgian bagi negara saja akan tetapi kerugian yang

B Al Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika
Politik Ekonomi Adam Smith, Jakarta : Kanisius, 1995, hal, 111-121. Lihat juga Sri
Gambir Melati Hatta, Peranan Etikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan
Perkembagannya, Serta Imphkasmya Terhadap Hukum dan Keadilan, Jakarta : Ul
Press, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, 2000, hal. 13-21.

14 SonnyKeraf ibid, hal. 111-121.
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*“timbul pada smpapun asal ada unsur kelalman, karena kekurang hata«hanan
‘dary sebagamya maka hal tersebut dapat mengarah kepada tindak pidana.
Siapa yang katrena kelalaian atau karena kesalahannya hanis bertanggzmg

. jawab secara hukum akibat adanya kerugian tersebut, Pertanggwl o] awaban
tersebui baik secara hukum perdata ataupun pidana.

 Di Amerika Serikat hubungan Bank dan nasabah di lihat sebagal suatu

B hubungan kontral{tuai aniara debinr dan kredztur yaitu sebagal peminjam

. dan yang meminj amkan Selain itu juga Bank sebagai penerima dana dan
 debitur sebagai penymlpan dana, raka dengan demikian Bank mempunyal
~hak yuridis terhadap uang yang d131mpan Namun ada kalanya hal ini bisa
" 'mengarah pada tindak pidana ekonomi meskipun awalnya beranjak dari
*hukum perdata atau privat. Hal ini dapat dilihat dari case atau kasus baxk

‘'yang dilakukan oleh debitur atau mungkin oleh kreditur. -

stalnya apabila debitur yang telah menerima kredit mempergunakan
krediinya tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjuk atau diperjanjikan
sehingga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau
kekurang hati-hatian serta pengawasan yang kurang ataupun kesalahan
debitur.

Demlkxan pula yang dilakaikan oleh kreditur misalnya apabila dalam
melaksanakan tugas pengawasan terlaln dalam mencampun usaha dari
debitur sehingga usaha atau produksinya tidak sesuai dengan yang
dibarapkan, yang mengakibatkan timbulnya kemgian. Kurang hati-hati dan
kelalaian serta kendomya atau kurangnya pengawasan, merupakan potensi-
potensi yang akan bisa menimbulkan tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini
dapat diterapkan sanksi didasarkan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan,
perundang-undangan perbarikan sebagai ketentuan khusus atau peraturan-
peraturan lex specialis maupun ketentuan-ketentuan lain yang terkait
misalnya ketentuan pidana.

Sesungguhinya kalau ditinjau dari dasar hukum fex specialisnya seperti
halnya ketentuan perbankan dan sebagainya maka akan memungkinkan
perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut dapat menimbuilkan
tindak pidana ekonomi yang dapat diberi sanksi pidana.

E. Kasus Golden Key Group — Bapindo (1994)

Dalam kasus yang sangat terkenal dalam bidang perbankan pada tahun
1990-an mencuat adanya kasus kredit macet dari Golden Key Group (Edy
Tanzil) sebagai debitur yang mendapat kucuran kredit dari Bapmdo yang
akhirnya menimbulkan kerugian Negara sebesar 1.3 triliun. Kasus ini terjadi
karena adanya pengucuran l(redi‘t dari Bapindo kepada Edy Tanzil (Golden
Key Group) yang pengucurannya didasarkan atas surat sakti/ “katabelece”
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e _-danpetmggl pemenntahan waktu 1tu'5 Dasar kesalahan yang kedua ada}a_ e
o pembenan kredlt dabenkan sebeIum ada kredit tertuhs Dalam hal mi Gukden_-

- Key Group memperoleh kredit tanpa melalui ketentuan' perbankan yang
- berlaku'®: ‘Dalam hal ini perjanjian kredit tersebut tidak tertulis. sedangkan

. ketentuan. perjanjian: kredit: harus. tertulis. Perjan_uan kredit meskxpun ada

‘konsensus atau kata sepakat dlsyaratkan pulas secara Khusus harustertulis. Hal - .~
. 1m berdasarkan ketenman—ketentuan perbankan yang merupakan lex speczalzs o

b ._':_-'if--Keiemahan dari perjanjian tersebut bahwa ternyata dengan “katabelece” L
+berarti pri nsip kehati-hatian dan pengawasan telah diabaikan, dalam halini
- ‘misalnyaz mengenzu batas maksmwn pemberian kredit (BMPK) yaltu tagihan .
g '-:sebesar 1.3 triliun, ini merupakan pambenan lucuran kredit yang melampam i

) batas yang d1anggap meianggar prinsip- pnn31p kehatl hatian dan pengawasan,
“ Ke gagalan untuk mengembahkan kredit merupakan wanprest351 oleh

debzmr artinya bahwa debitur tidak melaksanakan keweg ibannya sesuai dengan
yang telah dipetjanjikan. Oleh karena itu sesun gguhnya masuk ruang lingkup
hukum Perdata. Akan tetapi karena banyak terkena oleh aturan-aturan
perbankan antara Jain dilanggarnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang
akhirnya menimbulkan kerugian Negara dan telah diatur tersendiri berdasarkan
ketentuan. perbankan secara lex.specialis maka yang tadinya berawal dari
suatu perjanjian yang harusnya, kalau terjadi kemacetan mestinya diselesaikan
berdasarkan ketentuan-ketentuan Perdata dapat mengarah ke tindak pidana
ekonomi yaitu berdasar ketentuan hukum Pidana. - - :

- Dalam kasus Golden Key Group ini saya berpendapat bahwa kasus
tersebut dapat saya lihat dari dua sisi atau sudut pandang :

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- (KUHPerdata) dalam hal ini karena kredit tersebut adalah merupakan suatu
-perjanjian, sehingga apabila terjadi kegagalan yaitu tidak terlaksananya
kewajiban-kewajiban oleh debitur dalam hal ini mengembalikan pembayaran

- kredit kembali kepada Bank selaku kreditur adalah merupakan wanprestasi
dari debitur. Oleh karena i itu penyeiesalan hukumnya harus mefalui dasar
hukum yaitu KUHPerdata BAB XTI Buku Il {entang perjanjian. Sehingga
dalam penyelesaiannya harus dilakukan dengan penarikan-penarikan
kembali kredit-kredit tersebut dengan batas waktu pengembalian.

2. Berdasarkan ketenfuan-ketentuan perbankan itu sendiri yang mengacu pada
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968
yaitu adanya pengawasan oleh Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank
Indonesia dan juga oleh bank-bank yang ada dibawahnya. Dalam Undang-

15 Munir Fuady, op. cit. hal. 35.
'® Ronny Sautma Hotma Bako, op. cif. hal. 47,
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3 '_-Undang \Eomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dihhat dx

-..-dalam Pasal 24 yang intinya mengena: tugas dan pengawasan banlk; Pasal
25 ayat (1) berhubungan dengan prinsip kehati-hatian juga Pasal 29 ayat

. .:(1 2 dan 3) yang menyangkut Ketentuan Batas Maksimum Pemberian

- Kredit (BMPK) selain itu juga didalam Undang-Undang Nomor- 10 Tahun

- '1998 tentang Perbankan dari Undan g—Undang RI Nomor 7 Tahun 1992
G yang tercantum didalam : -

_' bank.

~--Pasal 11 (menetapkan ketentuan mcngenal Batas Makszmum
o Pembenan Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syamah
_ 'pember;an Jaminan, penempatan investasi surat berharga atan hal lain

S - yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau
. kelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-

B perusahaan dalam kelompok yang sama dalam bank yang sama dengan
- bank yang bersangkutan)”

Dalam ayat (2) nya BMPK tidak boleh mulebzhz 30% dan modal

Dengan dzdasarkan pada aturan dan ketentuan-ketentuan perbankan

- itusendiri yang juga mengatur mengenai sanksi pidana apabila peraturan

tersebut dilanggar. Dengan pelanggaran tersebut yang menimbuilkan kerugian
pada negara, maka harus diberi sanksi Pidana sebagaimana ketentuan yang
berlaku khususnya dalam ketentuan perbankan, juga ketentnan-ketentuan
lain yang terkait misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembertan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh
Bank mengandung risiko kegagalan atan kemacetan dalam pelunasalmya,
sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank.

Kredit bersumber dari dana masyarakat, maka pengelola dalam hal
ini Bank wajib bertanggung jawab. Jika karena kebijakan yang diambil
Khususnya mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga
menimbulkan kerugian dari menggoncangkan perekonomian masyarakat
dan menuju kebangkrutan maka dapat diambil tindakan karena meruglkan
masyarakai sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Juga karena kurang kehati-hatian dan lalainya pengawasan yang
merupakan tugas pihak Bank yang akhimya timbul kerugian, pihak Bank
harus bertanggung jawab secara pidana karena ada unsur merugikan dana
masyarakat.

"7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
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: Dalam kasus yang berhubungan BMPK pakar dan pengamat e
'---perbankan Pra_]oto mengemukakan pendapatnya L _

5 _'Adanya pelonggaran (reiaksa51) ketentuan Batas Mak51mum :
- Pemberian Kredit (BMPK) sebaga: suatu syaratuntuk mendorong
PR lembaga perbankan menyalurkan kreditadalah gagasan yang “patut”. -
. direalisasikan. Patut karena rigiditas regulasi tentang BMPK memang -
sering dzanggap sebagau salah satu haIangan bagi Bank untuk - -
iﬁenyaiurkan kredlt korporas1 maupu kredit ke sekior kegzatan
i Hal i jlka dxhubungkan dengan penerapan klasaﬁkasx aktiva produknf
g 'sepem diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBL 7/ 2/2005) '

o Berdasar ketentuan tersebut tmdakan relaksa31 pun masih beium
"mampu menggmrahkan minat perbankan menyalurkan kredit secara
'opnmal

_ Menanggapl mhsan dari pengamat perbankan tersebut d1atas penulis
- menyetujul dan menggansbawahl pendapat tersebut. Selain yang telah
dikemukakan diatas berdasar pengamatan saya pada akhir-akhir ini
L Iembaga—lembaga perbankan memang sangat hati-hati dalam menjalankan
" tugas kewenangannya dibidang pengucuran kredit karena “risikonya amat
- tinggi”. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang muncul seperti halnya kasus
Golden Key Group - Bapmd{) kasus Bani{ Mandm, kasus Bank
: BNI dan sebagamya &

" Pada akhir-akhir ini telah keluar Fatwa Mahkamah Agung yang

' 'bemubungandenganasetpemsahaandan;ugaasetnegammengenm pemisahan

_ asettersebut yang ditulis dalam Kompas Senin 2 Oktober 2006 dan Kompas

~ Rabu 4 Oktober 2006. Dalam tulisan tersebut mengetengahkan pemisahan

aset negara dan aset perusahaan’®. Banyak yang berpendapat yang

- mengkhawatirkan bahwa dengan adanya Fatwa Mahkamah Agung tersebut

dapat melemahkan atau mengendorkan penanganan perkara korupsi

““terutama korupsi yang terjadi di BUMN, dapat diarahkan ke lkum Perdata

atau Perseroan. Dengan demikian dikhawatirkan orang-orang yang

melakukan korupsi akan tethindar karena adanya fatwa Mahkamah Agung

tersebut. Kekhawatiran tersebut timbul dilontarkan oleh pakar hukum pidana

- yaitu Indrianto Seno Adji dan juga dari DPR Gayus Lumbuun dengan adanya

fatwa dari Mahkamah A gung Agustus 2006 bahwa pemisahan kekayaan

negara dalam APBN serta APBD kedalam BUMN sebagai penyertaan

'8 Kompas 2 Oktober 2006, Pelonggaran BMPK Semata Bukan Resep Jitu (Analisis
Ekonomi),

" Kompas, Fatwa Soal Aset Megkhawatirkan, 2 Oktober 2006, Kompas, Farwa MA
Bisa Hambat Pemberantasan Kompsz 4 Oktober 2006.
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o modal tldak dapat d1art1kan sebagau keuangan negara Oleh karena itu

tunduk pada hukum atau prinsip hukum Perdata atau Perseroan. Den gan

- pemisahan aset tersebut mengakibatkan tidak ada kerugian negara sebagai
. unsur dalam perkara tindak pidana kosupsi. - . : o

Memang berdasar hukum secara formal ,uang yang diikut sertakan

e d1da1am perseroan. dalam pengelolaannya adalah sepenuhnya tanggung
- “jawab perseroan atau perusahaan/ koxporasu ‘tunduk pada bidang hukum
¢ perdata. Karena modal penyertaan yang sudah masuk atau disimpan Bank

adalah uang milik Bank dan merupakan kekayaan Bank selama dalam

- penyimpanan Bank ;juga ketentuan penyimpanan dana mendapat bunga

sebagai kontra prestasi dari penyimpanan tersebut. Di dalam Pasal:1765
KUHPerdata di sebutkan : “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga

_' atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena
pemakaian’.

Jauh sebelum adanya Fatwa Mahkamah Agung timbul kasus Bank

BNI- ~Kebayoran Baru (2004) kasus Bank Mandiri (2005) dengan putusan
yang berbeda meskipun kasusnya hampir sama.

Kompas dalam tulisan yang dimuat 5 September 2006 “Tempuhlah
Jalur Hukum”, seruan ini dilontarkan Menteri BUMN Sugiharto mendorong
Bank Mandiri untuk menempuh jalur hukum untuk menghadapi para debitur
yang kreditnya macet?', Dilakukan karena penyelesaian kredit bermasalah
di Bank Mandiri sudah berlarut-larut cukup lama. Dari kejadian ini
menunjukkan bahwa hal tersebut karena lemahnya perangkat perundang-
undangan perbankan itu sendiri. Dimana muncul debitur-debitur yang
sesungguhnya cukup mampu akan tetapi karena moral dan mental yang
melandasinya kurang, sehingga timbul kondisi yang parah dan terjadi
penumpukan kredit macet karena ulah debitur “nakal”,

Kondisi debitur-debitur “nakal” terlihat didalam tulisan pada harian
Kompas Rabu 5 Agustus 2006 yang berjudul Bankir Minta Dilindungi®.
Para Bankir berharap Presiden dalam Pidato kenegaraan pada rapat
paripurna DPR 16 Agustus 2006 berkomitmen melindungi Bankir dari
tuduhan korupsi bila terjadi kredit macet.

Inti tulisan tersebut menandakan betapa kondisi Ekonomi, yang buruk
akibat kredit macet yang sebagian merupakan “ulah nakal” para debitur.
Disamping itu kredit macet tidak sernua akibat tindakan kriminal yang
merugikan negara, sebetulnya juga akibat perekonomian yang buruk.

20 Subekti, Tjitro Sudibio, op. ¢it, hal. 401.
4 Kompas Tempuhlah JalurHukum 3 September 2006.
22 Kompas, Bankir MmtaD1lmdung1 16 Agustus 2006.
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- Bank. Ada kecendenmgan kreditur: (Bank) bersakap amat hati-hati karena
-~ ‘maksud baik dalam: melaksanakan tugas kewajiban yang mulia dalam

. pengucuran kredit untuk masyarakat dalam. ‘memajukan perkembangan

-+ ekonomijustru berujung pada kondisi yang sangat menyulitkan pihak Bank:
o '_;sebagai pemberi kredit yaitu adanya usaha-usaha pihak lain untuk -

. _-'mengalmkan penyclesalan kredlt macetke bzdang pzdana dengan “paksa” -

. aI 1m sesunggulmyahams dlfokuskan pada plhak debltur yang* ‘nakal % o
yang mengaklbatkan keruglan balk bag1 negara maupun masyarakat pacilaE S

R [umumnya.

'II Penutup

Berdasarkan 2 fung31 utama Bank yaitu fungs1 pengerahan dana dan' :

penyaluran danamuncul dua (2) hubungan hukum antara Bank dan nasabah -

1. Hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan hulum antara Bank dan peminjam dana.

Hubungan hukum ini tidak hanya merupakan hubungan hukum kontraktual
saja akan tetapi juga merupakan hubungan berdasar prinsip dan asas
kepercayaan kehati-hatian apabila dilanggar menimbulkan kerugian jika tidak
dikenakan sanksi terjadi suatu keadaan yang tidak adil. Oleh karena itu
perbuatan yang merugikan tersebut agar adil harus ditindak dan diberi sanksi.
Adam Smith mengajarkan dalam teorinya tentang keadilan bahwa barang siapa
merugikan orang lain atau menimbulkan kerugian harus diseunbangkan dengan
adanya sanksi yang dikenakan bagi yang merngikan. :

 Dalam hubungan antara Bank dan nasabah peny;mpan dana terdapat
hubungan hukum kontraktual. Dﬂanggamya perjanjian atau tidak
dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian menimbulkan wanprestasi, oleh
karena it penyelesaxannya lewat aturan-aturan hukum privat yaitu berdasar
hukum perdata.

Sedangkan dalam hubungan antara Bank dan peminjam dana yaitu
hubungan antara kreditur dan debitur didasarkan hubungan hukum baik
kontraktual maupun hubungan kepercayaan dan kehati-hatian.

Apabila hubungan kepercayaan dan prinsip kehati-hatian juga pengawasan
dllanggar sehingga menimbulkan kerugian karena kelalaian atan kejahatan maka
harus diberi sanksi. Dengan demikian tercipta rasa keadilan agar tidak muncul
kekacauan dalam masyarakat. Karena dilanggarnya prinsip kepercayaan,
kehati-hatian, pengawasan maka terjadi kelalaian atau kejahatan yang kemudian
menimbulkan kerugian.
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--Kerugian tersebut tidak hanya karena kerugian negara saja akan tetapi -

Juga karena kerugian kepada masyarakat umum. Tindakan yang menimbulkan
kerugian tersebut dapat dikenai sanksi berupa tindak pidana atau dlkenal aturan
aturan hukum yang mengarah ke tindak pidana ekonomi. -~ -

: Masih lemahnya aturan dan ketentuan hukum dalam llngkup hukum
perbankan karena masih memegang prinsip lama yang sudah tidak mengikuti
perkembangan sosio yuridis dan perkembangan sosio ekonomis masa kini.

““Kiranya pembenahan perangkat hukum perkreditan segera dilaksanakan
dan menampung serta menganalisis kenyataan-kenyataan yang ada berdasar
perkembangan jaman baik secara ekonomi maupun sosial yund1s dan hukurn
itu sendiri. SRk

Kiranya dunia perbankan masa depan perlu menjawab tantangan yang
ada dan akan ada dengan pembenahan peraturan perundang-undanganyang
lebih aktual dalam menantang dan menyikapi perubahan jaman, sehingga dunia
perbankan akan dapat membantu negara untuk membangun perekonomian
Indonesia dimasa mendatang.
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